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BAB IV  

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Dalam Restorative Justice pada kasus pidana, khususnya penipuan dan 

penggelapan, penasihat hukum berperan penting mendampingi klien sepanjang 

proses hukum. Mereka memberikan panduan tentang hak-hak klien, memastikan 

pemahaman klien terhadap Restorative Justice, serta bertindak sebagai mediator 

antara klien dan korban untuk menegosiasikan kesepakatan yang adil.  

2. Penasihat hukum menghadapi berbagai kendala dalam mendampingi klien pada 

proses Restorative Justice, seperti kompleksitas kasus, ketidaksetaraan 

kekuasaan, dan tantangan negosiasi. Selain itu, dinamika psikologis dan 

emosional serta keterbatasan sumber daya menambah kompleksitas penanganan 

kasus. Pemahaman mendalam tentang dinamika kasus dan kemampuan 

mengelola ketidaksetaraan kekuasaan sangat penting dalam memastikan 

efektivitas dan integritas proses Restorative Justice. 

3. Penasihat hukum berupaya mengatasi kendala dalam Restorative Justice dengan 

memahami kasus secara mendalam, berkolaborasi dengan pihak terkait, dan 

menerapkan teknik negosiasi yang tepat. Mereka juga sensitif terhadap aspek 

emosional dan psikologis klien serta memperkuat dukungan sosial dan 

psikologis untuk mendukung pemulihan. Selain itu, advokasi untuk sumber daya 

dan dukungan institusional memperkuat pendampingan hukum yang berkualitas, 

menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif dan menjaga 

integritas sistem hukum sesuai prinsip Restorative Justice. 
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B. Saran-saran 

1. Penegak Hukum  untuk membentuk Buku panduan yang jelas dalam 

pelaksanaan Restorative Justice dan menjaga hubungan secara kolaboratif 

2. Advokat untuk lebih meningkatkan pemahaman Restoratif Justice serta 

kemampuan komunikasi dan mediasi sesama Penegak Hukum dengan cara 

berkolaborasi dengan Mediator. 

3. Masyarakat  untuk terlibat aktif  terhadap peningkatan kesadaran Restoratif 

Justice dengan cara membentuk komunitas  publik terkait Restoratif Justice dan 

kampanye sosial terkait hal tersebut. 
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